SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang hahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) vang penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan Daerah ;

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor pajak perlu mengatur ketentuan tenfang pemungutan
pajak pencucian kendaraan bermotor ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
adanb perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pencucian

i ;e AR
Kendaraan Bemmoior.
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Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomeor 19, Tambahan

wlonssia N

Lembaran

Tosida raa Tl T, i
Undang-undang Nomoi

b

097 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undanz Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Fepublik

cen NI ~at Taks OO +: + nanl- o Ao . at
Indonesia Nomor 18 Tzhun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048},
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Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

e

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

Lnaana—undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

»\

embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tszhun 2000 tentang Kewenangan

T«‘

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395’
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 fentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintsh dan Rancangan

0. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 ientang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun tentang

ara P
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meriksaan di Bidang Paiak Daerah

I

Dengan persetuivan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
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Menetapkan
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KEETENTIUIAN IIMIIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi vang dimaksud dengan :
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D crah_, adalah Kabupaten Kediri ;

dang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku ;

Badan, adalah suvaiu bentuk badan usaha vang meiiputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atan Daerah dengan nama  dan bentuk apapun, persskutuan,

Pajak Penc

ucian Kendaraan Bermotor vang seianjuimva discbui Pajak,
adalah pungutan daerah atas pelayanan yang diberikan olch pengusaha

pencucian kendaraan bermotor;

Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor,
disediakan bagi orang untuk dapat

pencucian Kendaraan bermotor dengan dipungutl biava |
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Pengusaha Pencucian Kendaraan Bermoior, adalah perorangan atau

badan vang menyelenggarakan usaha pencucian kendaraan bermotor

untuk dan atas nan atau untuk dan atas nama pihak lain
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selanjutnya disingkat SPTPD,
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tuk melaporkan
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Perundang-undangan perpajakan Daerah ;

Surat Seforan FPajak Daerah vang selaniuinya disingkat 5
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran

atau penvetoran paiak vang terutang ke Kas Daerah atau ke

vang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Surai Ketetapan Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat SKPD,
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumiah pajs
teruiang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah  Kurang Bavar vang selanjutnya

Surat Kepufusan vang menentukan

sarnya sanksi administrasi,
kan buktii pembayaran |

Tambahan yang

b
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Surai Kepuiusan vang

menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan
berdasa

vang terutang ataun fidak scharusnyva ferutang berdasarkan bukil

p emb avaran;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang sa’enjmmh disingkat
SKPDN, adalah Surat Keputuesan yang menentul
terutang sama besarnya dengan jumiah keedit paj

: Paliat TYa 1 e
an Pajak Daerah vang selanjuiny:

Surai Tag

= =

iak atan sanksi administrasi berupa
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Pemeriksaan, adalah  serangkaian kegiatan untk mencari

mengumpulkan , mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah ;

r. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah. adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penvidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

[*
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Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pencucian Kendaraan Bermotor dipungut pajak
atas setiap pelayanan yang diberikan oleh pengusaha pencucian
kendaraan bermotor ;

(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan dengan pembayaran ditempat

pencucian kendaraan bermotor ;
Pasal 3
(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan vang meiskukan

pembayaran atas pelayanan pencucian kendaraan bermotor ;

(2} Wajib pajak adalah pengusaha pencucian kendaraan bermotor.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran vang dilakukan

kepada pengusaha pencucian kendaraan bermotor.



WILAYAH PEMUNGUTAN
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(2) jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasai 5 dengan dasar pengenaan
sehagaimana dimaksud dalam pasal

BABY
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUOAN PAJAK DAERAH
Pasal 7
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ¢ bulan
takwim
Pasal §
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di tempat

pencucian kendaraan bermotor,

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1) harus disam+iikan
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kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima be




SPTPD ditetapkan oleh Kepala
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(1) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam pasal 9 avat (1),

T anala Th ST

Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
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} Apabita SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah Iewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % (dua persen) sebhulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

T sebagaimana dimaksud

unakan untuk  menghifung,

iri yang terutang ;
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(2) Dalam jangka waktu
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KPDKB  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2) huruf a

a. Apabiia berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak

vang terutang tidak atau kurang dibavar, dikenakan sanksi

2 % (dua persen) scbulan

ferlambat dibayar unfuk
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b.  Apabila SPTPD tidak sampai dalam jangka wakiu yang ditentukan

dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
vang kurang atau terlambai dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) buian dihitung sejak saat ferutangnya
pajak ;

¢. Apabila kewajiban

crupa kenaikan set
pajak ditambah sanksi adminis
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empar) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huref b &

apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungka

{ NS

vang menyebabkan penambahan jumlah pajak vang teruiang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus

persen) dart jumlah kekurangan pajak tersebut :

apabila jumlah pajak vang terutang sama tc‘—':ir”} dengan jumiah

ayat (2) huwruf ¢ diterbitkan

redit pajak ;

o
ZI

edii pajak atau pajak tidak terutang dan tida
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKR dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak

ka wakfu
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Penambahan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

asal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk olch Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daersh sclambat-
lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala
Daerah ;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2)

dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pajak ferutang dalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

33 Aﬂgsm*m pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-twut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak vang belum
atau kurang bavar ;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Waiib Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu vang ditentukan

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan

bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak vang b
kurang dibayar ;
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran-angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud
pada ayvat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Setiap pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam pasal 13
diberikan tianda bukii pembavaran dan dicatat  dalam buku

penerimaan;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran

penerimaan pada ayat (1) «

BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilun

iangka wakm sebagaimana ditentukan dalam Sorat

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera seiclah lewai 21 {dua puluh

satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

Al 5
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wakfu 2 X 24 jam sesudah ianggal pemberitahuan Surat Paksa. o gjabat
segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penvitaan

Pasal 18

Setelah  dilakukan penyitaan dan Waj

melunasi  pajakng setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
H o3 5 s a8 . S8 | 3 P H

pelaksanaan Surat Permtah melaksanakan penyitaan, pejabat melakukan

clelangan kepada Kantor Lelang Negara.

pcmmrazm penectapan tan,gga

laksanaan Ielang, juru

secara tertulis kepada Waiib Pajak.

. 14 oy Adfpraiimalas
dan isi formulir vyang dipergunaken

kan oleh Repaia Dagrah

-3~ 2048 401
Benfuk, jenis

pelaksanaan penagihan pajak dagrah

BAB IX

Pasal 21
(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib  pajak  dapat

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
a pemberian, pengurangan, keringanan dan gcmbchasan pajak

(2) Tata car,
vat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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kesaiahan
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hitung dan atas kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-

undangan perpaiakan daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan kefetapan paiak -
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tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena

kesaiahannva.
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) Permohonan pembstulan,

penghapusan atau pengur
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memberikan alasan vang ! eias |

(3) Kepala Daerah atan Pejabat diterima pa
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permohonan, pembetuian, pembataian, penguranan ketetapan dan

enghapusan atau penguranan sanksi administras ulkan,
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
Waijib pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Kepala Daerah

-,
I
e

atau pejabat atas suatu :

(5]
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a. SKPD;
b. SKPDKB;

¢. SKPDKBT;

d. SKPDLB

e. SKPDN.
(2) Permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak tangeal SKPD, SKPDKRB, SKPDKBT, SKPDLB dan

jib pajak, kecuali apabila wajib pajak
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menunjukkan bahwa jangka waktu iiu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya

(3) Kepala Dacrah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas

dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau “ja'asi tidak memberikan
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabuikan :
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avai (1) tidak

menunda kewajiban membayvar pajak.
Pasal 24
{1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa pajak dalam jangka wakitu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya

keputusan keberatan ;

(2} Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau
selurphnya, kelebthan pembayaran paiak dikembabikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan.



(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran

pajak kepada Kepala Daerah atau pejabai secara tertulis dengan
menyebuikan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib pajak ;

(2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembavaran paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan Keputusan ;

; Apabila jangks waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilampaui

i
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2

Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan kepulusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembavaran pajak dianggap dikabuikan dan

SKPDLB harus diterbitkan dalam wakiu paling lama 1 (satu) buian ;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan

brs
I

embayaran pajak 3Bbagaimzma dimaksud pada ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut ;

L
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Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu

¥

paling lama 2 {(duaj bulan sejak diferbitkanmya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Permiah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 20 (dua puluh) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,

Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebes

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebih

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayarannya

i

dilakukan dens

emindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga

CM
3
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BAB XII
KEDALUWARSA
Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah meiampaui
jangka wakiu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana {,nm.ksud dalam ayat (1)
tertangauh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau ;
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

BAR XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan vang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

(2) Wajib Pajak vyang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi tidak dengan benar  atau tidak lengkap melampirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan kevangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan

atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang terutang.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sinil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik  untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah schagaimana

: 5

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

k.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah agar keterangan aiau laporan tersebut menjadi lengkap dan
Jelas :

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atan badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah |

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
vang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut ;

meminta banfuan tenaga akli dalam rangka pelaksanaan fugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/ataz dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
schagai tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

g perlu untuk kelancaran penyidikan

ajakan daersh menurut hukum yang

1 o e oo vz i o=
bertanggung jawab.

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikanva kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

[%)



BAR XV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 31

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 32

)

Peratusan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri
Disahkan di Kediri !
pada tanggal 2 Juni 2001
RITPATI KEDIRI
Ttd.
Ir. H. SUTRISNO
Diundangkan di Kedir
Pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
Trd.

ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KJ‘PL PATEN KEDIRI
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esuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
M-BITPATI KEDIRI

W acrah




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR

PENJEL ASAN UMUM :

Bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Ask
Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak
perlu menggali potensi yang ada di Kabupaten Kediri sesuai dengan Kewenangan dan
kriteria yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan
tentang pemunguian Pajak Pencucian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah.

PENJEL ASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 32 : Cukup jelas.

0000 Q 6000



